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WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR S} TAHUN 2012

TENTARG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PERHUBUNGAN, RHOMURIKASE, DAN INFORMATIRA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIROTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun Z008 tentang
Pembentukan Orgamsasi dan Tata HKerja Dinas Daerah
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan
Walikowa tentang Penjabaran Tongas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

1. Undang-Undang Nommor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besaar Dalem Lingkungen Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Nepara Tahun 1956
Nomor 2Q};

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Polkok-Pokol:
Kepegawaian {Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041} schagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahan 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890),

3. Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Noemor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Namar 3164);

6. Peratiran Pemerintah Nomor 9 Tahuon 2003 tentang
Wewcnang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeni Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambazhan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana
telah dinhah dengan Perafuran Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164):



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nepara Tzhun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 ‘fahun 2007 tentang
FPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerzh
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4737},

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Momor 474 1);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana tclah dinbah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomer 56 Taliun 2010;

l1l. Keputusan Hersama Menten Pendayapunaan Aparatur
Nepara dan Menteri Dalam Negeri Nomor

01/5KB/M.PAN/4 /2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintabh Nomor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Penpangkatan, Permindahan, Dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Dacrah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008

tentang Urisan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 04);

13. Feraturan Daerah Kolta Padang Nomor 16 Tabhun 2008
tecntang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah |(Lemmbaran Daerah Keta Padang Tahun 2008 Nomor
16, Tambaghan Lembaran Dacrah Nomor 14), scbhagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
14 Tahun 2012 (Lembaran Daersh Kota Padang Tahun 2012
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerali Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,
DAN INFORMATIKA,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

l. Dagrali adalah Kota Padang;
2. Walikota adalah Walikota Padang;

3. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika Kota Padang;

4, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Kots Padang;

5, Sekretanat adalah Sekretarial pada Dinas Perhubunpan, Kormunikasi, dan
Informatilka;



. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhu bungan, Komunikasi, dan

[nformatika;

. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bapian pada Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika;

. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika;

BARE II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi. dan Informatika, terdiri dan:

a.
b.

(1)

(2]

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari :

1. Suk Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Subk Bagian Program dan SDM.

Bidang l.alu Lintas, terdiri dari :

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

2. S5eksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas.
Bidang Angkutan, terdirl dari

1. Sekst Manajemen Angkutan;

2. Selesi Teknik Sarana dan Prasarana.

Bidang Penpendalian dan Operasional, terdiri dari :
1. Seksi Operasional;

2. Seksi Penegakan Hukum.

Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :

1. Seiesi Pelabuhan;

2. Sekst Pengendalian Lalu Lintas Laut, Keselamatan dan SAR.
Bidang Komunikas dan Informatika, terdiri dari :
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;

2. Seksi Telematika.

BABE 111
PENJABEARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepela Binas
Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan menyelenggaraan urusan
perhubungan, kornunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan demi tersujudnya sistcm kerja yang tangguh, efektif dan
cfisien serta kompetitif dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Untuk menyelenggarakan (ugas sebapaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas mempunyai fungsi ;

.

menyusun kebijalkan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika berdasarkan kefentuan peraturan perundang-undangan demi
terwwjudinya sistem  perhubungan, komunikasi dan informatika yang
herkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;

merumuskan sasaran strategis bidang perhubungan, kemunikasi dan
nformatika berdasarkan keientuan perafuran perundang-undangan untuk



(1)

(<)

(3)

pencapaian perhubungan, komunikasi dan informatika vang berkualitas,
berdava guna dan berhasil guna;

c. merumuskan program kerja Dinas perhubungan, komunikasi dan
informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
penyclenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika dapat
terukur secara tepat dan optimal,

d. mengkoordinasikan penyelenggeraan urusan pcerhubungan, komunikasi
dan informatika dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar terwunjudnya sinkronisasi kebijakan
dengan baik;

e. menyelenggarakan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika dan
tugas pembantuan;

. meliputi manajemen, penelitian dan  pengembangan, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
pembangunan pertanian dan lingkungsn yang berkualitas;

g. mengendalikan penyelengparaan urusan perhubungan, komunikasi dan
informatika berdasarkan Kketentuan peraturan perundang-undangan
sebagar bentuk upaya pembinaan dan pengawasan kinerja;

h. membina aparatur dalam penyelenggaraan wrusan perhubungan,
komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan apar pencapaian hasil pelaksanaan tutgas dapat lebih efisien dan
efeltif;

i. mengarahkan penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan

mionrmatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi
tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran,

j»  mengevaluasi penyelenpgarean urusan perhubungan, komunikasi dan

informatka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
mengetahui keberhasidan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

k. melaporkan penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan

informatika secara periodik berdasarkan ketenfuan peraluran perundang-
undangan sebago bentuk akuntahilitas kinerja;

pengguna anggaran dings;

m. pengguna barang dinas; dan

melaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

[—
-
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Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

sekretariat mempunyal tugas membantu Kepala Dinas dalam memberkan
pelayanan adminisiras: kepada seluruh satuan organisasi 4i lingkungan Dinas
Perhubungan, Komunikast, dan Informatilka dalam urusan umum, urusan
perlengkapan, urusan keuangan, urusan SDM dan program, urusan kearsipan,
perpustaloaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan lugas sebagaunana dimaksud pada ayat  (2),

Sekretariat mempunyai fungsi ¢

a. menyusun pengadministrasian SDM dan program, perlengkapan dan
peralatan, wurusan rumah tangga dinas, Lkeuanpan, dokumentasi,
perpustalkaan dan kearsipan;

b. menyusun anggaran, pembinaan organtsasi dan tata laksana, menyusun
evaluasi dan pelaporan;

¢, meningkatkan SDM;

d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan {nformaliks; dan



(1)

(3)

¢. melaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan lungsiny:.

Paragraf 1
Sub Bagian Umnam
Pasal S

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum vang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Sub DBagian Umum mempunyai tugas membaniu Selkretaris melaksanakan
urusan pengelolaan administrasi dan vrasan rumah tangga, urusan peralatan
dan perlengkapan dinas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada avat (2)
adalah :

a. mengelola surat masuk dan surat keluar;

b. mengelola kearsipan;

. mengelola administrasi;

melaksanakan urusan humas;

melalcsanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan,
penyimpanan, pendistribiesian;

melaicsanakan urusan pemehharaan /perawatan alat-alar kantor;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan

JF S

—

.
h. melakeanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lugas dan lungsinya.
Paragraf 2
Sub Baglan Keuangan
Pasal 6

(1} Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang

(2l

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Selaetaris.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan

pengelolaan  administrasi  keuangan yang meliputi  peayusunan  rencana
anggaran pendapatany  dan  belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan,
penyusunan pertanggung jawehan keuangan dinas

(3} Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimeksud pada ayat [2)

adalah :

4. menyusun program dan rencana keusanpan berdasarkan kelenluan yang
berlaku;

h. menyelenggarakan pclaksanaan administrasi keuangan,

c. menyiapkan kelengkapan Surat Perintah Pembayvaran Uang Persediaan,
Surat Fernintalh Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran
Tambahan Uang, Sural Penntah Pembayaran Langsung gan dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya;

d. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban!

e, mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan

keuangan,
I. menyimpan dan memelthsara dokumen kesuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
g, menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan:

dan



(1)

{2

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya,

Paragral 3
Sub Bagian Program dan SDM
Pasal 7

Sub Bagian Propram dan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
dalamn melaksanakan tugasnya berada di hawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Sub Bagian Program dom SDM mempunyail tupas membantu Seliretaris
mclaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,

(3) Penjabaran tugas Sub Bapian Propram dan SDM schagaimana dimaksud pada

(3]

ayat () adalall :

. menghimpun rencana program dan kegialan dar masing-masing bidang dan
UPT:

b. mengolah dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;

. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian;

. mengklarifikasikan delumen pegawal,

melaksunakan penalaan dan penyimpanan dokumen kepegawaian,

membuat bezetting kepegawaian;

melaksanakan evaluasi dan membuar laporan pelaksanaan tugas Sub

Bagan Kepegawaian;

h. mnerencanakan pengembangan SDM sesuail dengan kebutuhan dinas; dan

i. melaksanaan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh atasan sesual dengan

tugas dan fungsinya.

m ot oo

Bagian Ketliga
Bidang Lalu Lintas
Pasal 8

Ridang Lalu Lintas diptmpin oleh segrang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tupasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
memberikan pembinaan di bidang lalu lintas kepada seluruh satuan organisasi
dilingkungan Bidang lalu lintas, dalam urusan manajemen/rekayasa lalu lintas
dan pengendahan lain lintas.

Untuk menyelenggarakan wgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bideng

Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. menyusun manajemen dan rekayasa laln lintas;

b. menyusun pengendalian prasarana dan {asilifas lalu hintas;

c. menyusun identifikasi dan investigasi dacrah rawan kecelakaan lalu lmtas
jalan;

d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas unit-unit dan UPT dilingkungan
bidang lalu lintas;

e. memberikan perijinan di bidang lalu lintas;

f. menyusun manajemen keselamatan lalu lintas;

g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas; dan

h. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tupss dan lungsinya.



(1)

(<)

(3)

(1]

(2]

(3)

Paragraf 1
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Pasal O

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lala Linlas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunvai tugas membanm
Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan manajemen dan rekayasa
lalulintas.

Penjaharan tugas Selksi Manajemen dun Rekayasa Lalu Lintas sebagalmana

dimaksud pada ayat (2] adalah:
a, menyusun dalam penetapan rencana induk jaringan dan lali lintas jalan,

b. mengelole pemberian perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas
parkir untuk umum;

¢. mengelela izin insidentil terhadap pengguna jalan diluar kepentingan lalu
lintas;

d. menyiapkan dan menjyusun penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan
fasilitas lau lintas dan perlengkapan jalan.

e. melaksanakan urusan penyelenggaraan analisis dampalk lalu hintas;

f. menyiapkan dan menata penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum ch
jalan;

g. menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, pengesrukan alur pelayaran
sungai;

h. menyusun bahan pecnutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan
perkereta apl dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyal
izin dan tidak ada penanggung jawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/ alau
Pemenntah Daerah;

i. membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan tugas,

dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sespal

dengan tugas dan flungsinya.

Paragrafl 2
Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas
Pasal 10

Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
vang dalam melaksanakan lugasnya berada di bawah dan bertanggung jawan

kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas mernpunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam melaksanakan urusan pengendalian prasarana dan fasilitas lalu

lintas.

Penjabaran tugas Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas scbagaimena

dimaksud pada ayat (2) adalah : - |
a. melaksanakan urusan monitoring prasarana dan fasilitas laln lintas;

b. menyusun bahan penetapan kelas jalan;

c. menyusun penctapan jaringan linlas angkutan barang;

d. menyiapkan pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka
jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendall dan pengamanan
pernakai jalan serta fasilitas pendukung;

e. monitoring dan identifikasi serta investigasi daerah rawan kecelakaan lalu

lintas jalan;



{1)

(2)

(3}

(1)

(2)

(3

f. mengelola penelitian dan pelaporan kecelakaan lalulintas di jaian yang
mengakibatkan korban menmggal dumia atau vang menadi sy rawan
kecelakaan;

g. melaksanakan pengumpulan, pengelahan data dan analisis kecelakaan laly
lintas:

h. menyusun bwmhan pemetaan alur sungal uniuk kebutuhan transpartasi;

i. menyusunan dan menetapan rencana umum jaringan lalu ntas sungal
dalam kota;

j. mengawasi kewgjiban penyediaan dokumen analisa dampak lalu lintas bagi
pusat-pusat kematan;

k. menyusun rencana japlur kerela apl yang intasannya dalam Kofa Padang;

. pcmantavan dan penertiban bangunan tumbuh yang berdampak lalu
lintas;

m.memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat seltitar bandar
ndara lentang keselamatan penerbangan;

rn. membuar evaluasi dan [aporan seria menyusun program pelaksanaan
tugas: dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh atagan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bldang Angkutan
Pasal 11

Bidang Angkutan dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang dalam
meluksunskan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Lkepada
Kepala Dinas.

Bidang Angkutan mempunvai ftugsas membanie  Kepala Dinas dalam

memberikan pembinaan di bidang angkutan kepada seluruh satuan organisasi

dilinglkungan bidang angkulan, dalam urusan manajemen sarana/prasarana

angkutan dan pengendalian angkutan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal {2), bidang

angkutan mempunyal fungs: ©

4. MCNyUsiln manajemen siarandg/prasarana angkutan;

b. menyusun pengendalian anglaatan,

¢. mengawasi pelaksanaan tugas unit-unit dan UPT dilingkungan bulang
anpkiitan;

d. menvasun pemberian perijinan di angkuatan,

. menvusun tcknik dan laik jalan kendaruan bermotor; dan

f. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh ajasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.,

]

Paragraf 1
Seksi Manajemen Angkutan

Pasal 12

Seksi Manajecmen Anglutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawsh dan bertanpgunpg jawab kepada
Kepala Bidang Anpkutan,

Seksi Manajemen Anglkutan mempunyai tugas membantu Kepatla Bidang dalam
melsksanakan urusan manajemen angkutan.

Penjabaran tugas Seksi Manajemen Angkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah :
a. menyusun rencana induk jaringan transportasi;



(1)

(2)

(3)

oppgTETr

2R N

. menyusun dalam penectapan jaringan trayek, kebutuhan dan komposisi

untuk kebutuhan penyelenggaraan angkutan:

- menyusun persyaratan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan

latihan mengemudi;

. memberikan rekomendasi izin trayek angkuluan kote schagal persyaratan

dalam penerbitan izin trayek angkutan kota;

. mcmberikan rekomendasi in lrayek anglutan antar kota dalam propinsi

(AKDP) dan angkutan antar jemput dalam propinsi (AJADF) yang asal /tujuan
Kota Padang sebagni persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin
trayek angkutan antar kota dalam propinsi dan angkutan antar jemput
dalam propinsi;

menyusun dalam penetapan wilayah operasi bagi anglkutan tidak dalam
travek;

memberikan rekomendasi izin operasi angkutan tidak dalam trayek yaitu
taksi, pariwisata, lingkungan yang asal twjuan Kota Padang;

. membernikan rekomendasi izin usaha angkutan orang dan barang sebagai

persyaratan dalam penerbitan izin usaha angkutan orang dan barang;
mengclola pemberian perizinan vang bersifat insidentil;

mengelola pemberian kartu kontrol anglkutan harang;

menyusun dalam penetapan tarif penumpang kelas ekonomi;
menyusun tarif angkutan sungai kelas ekonomi;

.mec¢nyusun rencana induk perkeretaapian;

menyusun pengembangan sislim perkeretanpian;

menylapkan bahan wasrahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis
kepada pengguna dan penyedia jasa;

monitoring penvelenggaraan perkeretaapian;

menctapkan jaringan pelayanan kereta api dalam;

menetapkan jarnngan pelayanan kereta api perkotagn;

menetapkan tarif penumpang kereta dalam hal pelayanan angkutan yang
merTupiakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan vang
disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkulan antar
kota dan perkotaan;

membuat evaluas dan laporan serta menyusun program pelaksanaan tugas:

dan

- melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberilkan oleh atasan sesual dengan

tugas dan fungsinva.

Paragraf 2
Seksl Teknik Sarana dan Prasarana
Pasal 13

Seksi Tekmk Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Scksi yang
dalam melaksanekan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Anglutan.,

Scksi Tcknik Sarana dan Prasarana membantu Kepala Bidang dalam
menetapkan urusan teknik sarana dan prasarana.

Penjabaran tugas Seksi Teknik Sarana dan Prasarana sehagaimana dimaksud
pada ayal {2) adalah ;

.

b.

menyusiin . dalam pengesahan rancang  bangun  terminal, sub
terminal/pangkalan penumpang dan barang serta halte;

menyusun dalam penetapan lokasi terminal penumpang dan barang atau
sub terminal /pangkalan dan halte;

menyusun dalam penctapan jumlah berat vang dijjinkan;



(1}

(<)

(3)

(1)

(2]

(3]

melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pengujian kendaraan:

melaksanakan pemeliharasn peralatan pengujian kendaraan:

menyusun dalam penyclenggaraan pendidikan dan lalihan mengemudi:

mengelola pemberian ifin usaha mendirikan sekolah mengemudi;

menyusun dalam pembinaan perbengkelan kendaraan:

melaksanakan pengawuasan terhadap penyimpangan trayek;

melaksanakan pengawasan pool dan keagenan angkutan;

meliiksanakan urusan pengoperasian angkutan umum dengan kendaraan

tidak bermotor;

. melakukan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sungai dan
penyeberangan,

m. mengawasi pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai;

n. member 4jin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan
kerets apt umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan;

o. membuat cvaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan
tugas; dan

p. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olech atasan sesuai

dengan tugas dan fungsmya.

FTT R Em Moo p

Bagian Kelima
Bidanpg Penpendalian dan Operasional
Pasal 14

Bidung Pengendalian dan Opcrasional dipimpin cleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas melaksanakan tugas di bidang pengendalian dan operasional kepada
seiuruh satuan organisasi dilingkungan bhidang penpendalian operasional,
dalam urusan operasional dan pencpakkan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat [2), Bidang

Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi :
a. melakukan pengawasan pelaksanaan tmgas UPT dilingkungan Bidang

Pengendalian dan Operasional:

b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan persyaratan teknis dan laik
jalan;

¢. melakulan penyidikan pelunggaran persyaraten teknis dan laik jalan,
pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran perizinan angkutan; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Operasional
Pasal 15

seksl  Operasional dipimpin oleh  secranpg Kepala Seksi vang  dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangpung jawab kepada
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional.

Seksi COperasional mempunyal tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian
dan Operasional dalam melaksanakan urusan operasional.

Penjabaran tugas Seksi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)

adalah :
a. mclaksanakan urusan pengamanan lalulintas;

L. melaksanakan pemeriksaan perijinan anploutan di jalan;



(1)

(2]

(3]

¢. melaksanakan operasi gabungan dalam penertiban pelangaran lalulintas
dan angkutan;

- melaksanakan pengawasan lalu lintas terhadap lokasi rawan macet,

. melaksanakan pengaturan lalu lintas vang bersifat sementara;
melaksanakan pengawasan pengoperasian angkutan:
mengawasi tertib parkir ditfalan umum;

. inelaksanakan investigasi dan audit kecelakaan:

mengelola penyelenggaraan ijin usaha penderekan;

membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan

tugas; dan

melaksanakan lugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesusi

dengan tugas dan fungsinya.

e | I O =Y
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Paragraf 2
Seksi Penegakan Hukum
Pasal 14

Seltsi Penegakan Hukum dipimpin coleh seorang Kepalas Seksi vang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengendalian darn Opcrasional.

Seksi  Penegakan Hukum wmempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pengendalian dan Operasional dalam melaksanakan urusan pengendalan
persyaratan teknis dan laik jalan kendarsan bermotor dan tidak bermotor.

Penjabaran tugas Seksi Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} adalah :
a. melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan di
jalan dan terminal;
b. melaksanakan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan
dan perizinan angkutan;
c. mengawasi dan penindakan pelanggaran {ala cara penganglutan barang
khusus dan berbahuaya;
d. melsksanakan uvrusan pengawasan dan pengendalian penggunaan jalan
selain dari kepentingan lalu lintas;
¢. mclaporkan hasil pelanggaran lalu lintas ke Pengadilan Negeri;
f. melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah tenfang laiu lintas;
g membuat evalnasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan
tugas; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perhubunpgan Laut
Pasal 17

(1} Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam

(2}

(3)

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
meiakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan Lant.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perhubungan Laut mempunyat fungsi :



(1)

2)

-
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memberikan Surat Jjin Usaha Perusahaan Pelayaran, Pemberian Surat [jin
Operasi Perusahaan Non Pelayaran Dan Surat Izin Usaha Perusahaan
Pelayaran Rakyat,

memberikan surat [jin Usaha Penunjang Angkutan Laut Dalam
Kabupalen/Kota yang terdiri dari : Ekspedisi Muatan Kapal Laut,
Perusahaan Bongkar Muat, Jasa Pengurusan Transportasi, Perusahaan
Tally Depo dan Ped Kemas:

melakukan pengawasan pelaksanaan tugas unit-unit dan UPT dilingkungan
Bidang Perhubungan Laut;

membenkan [in Kerja Keruk lebih kecil dam 50.000 m3 (lima puluh ribn
meter pesegn) dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha {dua hektar] pada
pelabuhan lokal:

memberikan rekomendasi dalam penerbitan 1jin usaha dan kegiatan
pengamanan dan penyvelamatan barang, serta persetujuan  pekerjaan
bawah air dan pengawasan kepiatannya dalam Kabupaten/Kota;
menelapkan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal:
melaksanakan pemanduan dan penundaan kapal.

melaksanakan rekomendasi tatanan kepelabuhan lokal;

melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan
pelayanan lokal,

rmelaksanakan dan pengawasan sistem prosedur pelayanan jasa pelabuhan
lokeal;

menetapkan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi/non
ckornemi dalam kabupaten /kota,

menyelenggarakan jasa kepelabuhanan bagi pelabuban lokal;

. merencanakan, membangun dan memelihara pelabuhan lokal;

mclaksanakan penperniitkan dan reklamasi pada pelabuhan lokal;
melakukan pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan lekal dan tarif
angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam Promnsi;

mengusulkan besaran tanf jasa pelabuhan Jokal;

menetapkan daerah lingkungan kenja/ daerah lingkungan kepentingan bagi
pelabuhan-pelabuhan lokal;

melaksanakan Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan lokal,;
melaksanakan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor
lebih kecil dari GT 30 Eapal Nelayan;

menertibkan Sural tanda Kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil
dari GT 30 kapal Nelayan:

melaksanakan pelabuhan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);
melaksanakan penanggulangan pencemaran dan bantuan  pertolongan
musibah di laut/Tim SAKR; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pelabuhan
Pasal 18

Seksl Pelabuhan dipimpin oleh secrang Kepala Seksi vang dalam melaltsanalcan
tugesnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepadas Kepala Bidang
Perhubungan Laut.

Seksi Pelabuhan mempunyal tugas membantu Kepala Bidang dalam
melaksanakan pengendalian kegiatan operasional laut,



(3} Penjabaran tugas seksi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(1)

(2)

(3}

adalah:

a. mcnyusun program Kerja;

b. melaksanakan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangsn lokal,
wajib pandu, lokasi pelabuhan vmum dan khusus lokal:

c. menelapkan lokasi, pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan
khusus lokal;

d. menetapkan pengelolaan dermags untuk kepentingan sendiri di pelabuhan
lokal;

e. menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepeniingan
bagi pelabuhan lokal;

f. melaksanakan relkomendasi tatanan  kepelabuhanan nasional dan
mlernasional;

g. melaksanakan rancangan bangun dan fasilitas pelabuhan dengan pelayaran
lokal Kabupaten /Kota:

h. melaksanakan dan mengawasi sistem prosedur pelayanan jasa pelabuhan
dengan pelayanan lokal Kabupaten fKota;

i. mengawas penumpang angkutan lautlintas Kabupaten /Kota dalam provinsi;

j- menetapkan tarif jasa pelabuhan dalam pelayanan lintas lokal Kabupaten

Kota;

k. melaksanakan pungutan tanf jasa pelabuhan untuk pelayaran  lokal
kabupaten/kota dan disetor ke kas daerah;

membenkan Surat Izin Operasi Perusghaan Non Pelayaran;
.mengawasl dan melaksanakan kegiatan di pelabuhan lokal,
. mengeluarkan rekomendasi 1zin usaha perusahaan pelayaran;
mengeluarkan surat rekomendasi izin usaha perusahaan rakgyat;
menpelnarkan rekomendas: 1=zn perusahaan penunjang angkutan laut
(EMKL, PBM, Tally, Depo Pett Kemas/ Container) hintas Kabupaten /Kot
mcnctapkan tarif anglutan laut pcnumpang kelas conomi Kabupaten /Kota
dalam Propinsi, pengusulan trayek laut perintis;
mengeluarkan rekomendas: surat 1zin usaha angkutan laut;
membina koperasi tenapga kerja bongkar muat;
mcmberikan rekomendasi izin usaha angiutan bandar;
. membuat laporan dan evaluasi serta menyvusun program pelalksanaan tugas;

dan
v. melaksanakan (ugas kedinasan lam yanp diberikan nleh alasan sesuai

dengan tugas dan lungsinys.
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Paragraf 2
Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut, Keselamatan dan SAR
Pasal 19

Seksl Pengendalian Lalu Lintas Laut, Keselamatan dan SAR dipimpin oleh
scorang Kepala Scksi yang dalam melsksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut, Keseclamatan dan SAR mempunyal tugas
membantu Kepala Bidang melaksanakan pengendalian dan pengawasan

kegiatan penunjang kesclamaran pelayaran dan kepelautan.

Penjabaran tugas Seksi Pengendalian Lalu Linias Laul, Keselamatan dan SAR

sehagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ;
a1, memberikan izin permnbuatan tempat pemimbunan kayu, jaringan terapung

dan kerambah di sungai,
b. mengadakan kapal sungai dan penyeberangan;



(2}

t3)

merckomendasikan lokasi pelabuhan penyeberangan;

. menetapkan lokasi pelabuhan sungat;

membangun pelabuhan sungal dan penyeberangan;

membenkan rekomendasi rencana induk, daerah lingkungan kerja/daerah

lingkungan kepentingan pelabuhan penyebranpgan yang terletak pada

jaringan jalan propinsi, nasicnal dan antar negara;

g. menctapkan rencana induk, daerah lingkungan kerjafdaerah Imgkunpan
kepentingan pelabuhan yang terletak padua jaringan jalan Kota Padang:

h. menetapkan tarif jasa pelabuhan penyeherangan yang tidak di usahakan:

1. memberikan perssiujusan pengoperasian kapal untuk lintas penyebrangan;

. menvusun laporan kerja:

k. menetapkan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lekatl;

menyiapkan surat izin kerja keruk 50.000 M3 (lima puluh rnbuo meter

persegi) dan reklamasi 2 Ha (dua hekiar};

m.memberikan izin usaha kegiatan pengamanen dan penvelamatan barang
termasuk persetujuan kegiatan penyelaman bawah air dalam provinsi;

n. melsksanakan danmengawasi pengukuran serta pendaftaran kapal
beruluran isi kotor GT 30 Kapal Nelayan;

a. menerbitkan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil
dari GT 30 kapal nelayan;

p. melaksanakan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dengan
memperhatikan peraturan penertiban di pelabuhan dan memperhatikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. melaksanakan pengamanan dan penertiban di  pelabuhan dengan
memperhatikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanpan;

r., melaksanakan penanggulangan pencemaran, patroli, dan bantuan SAR di
pclabuhan dan perairan pantai;

s. melaksanakan pembinaan terhadap dikdat-diklat swasta bidang laut;

menetapkan batas-batas persiran bandar;

u. melaksanakan pengusuten dan pemeriksaan kecelakaan kapal dan awak
kapal serta terjadinya pembuangan limbah oleh kapal;

v. melakukan — perbaikan  perawatan dan < mengatur | penggunaan
sarana/prasarana operasional serta logistik pelabuhan;

w. melaksanakan penelitian dan sertifikasi dokurmen awak kapal;

X. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha galangan kapal rakyat;

y. membuat laporan dan cvaluasi scrta menyusun laporan pelaksanaan tupas:
dan

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan aoleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketujuh
Bidanpg Komunikasi dan Informatika
Pasal 20

Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin olch Scorang Kepala Bidang
vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang Komunikasl dan Infermatika mempunyal tupas membantu Kepala
Dinas delam merumuskan kebijakssnaan Pemerinteh Kota Padang dan
melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika,

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Komuntkasi dan Informatika mempunyai fungsi :
a. merumuskan kehjakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;



(1)

(2}

b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan uwmum di bidang
komunikas? dan informatika;

c. melakukan pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang komunikasi
dan informatika;

d. melakukan membinaan terhadap unit pelaksanasn teknis pelayanan
informasi publik;

e. melakukan intensifikasi dan ckstensifikasi retibusi pengendalian menara
telekomunikasi; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pos dan Telekomunikasi
Pasal 21

Seksi Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yvang dalam
melaksanaekan ftugasnya herada di bawah dan bertanggung jawab kcpada
Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

Scksi Pos dan Telckomunikasl mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
dalam melaksanakan pengendalian kegiatan di  Bidang Pos  dan
Telekomunikasi,

Penjabaran tugas Seksi Pos dan Telekomunikasi sebapaimana dimaksud pada

ayat {2) adalah :

g. menyusun rencann kenja, evaluast dan pelaporan seksi Pos dan
Teleckomunikasi;

b. memberikan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan:

¢. melaksanakan pengawasan dan pengendaban kegiatan pelayanan usaha
JisE pos;

d. meclakukan pengawasan pelayanan pos di kelurahan;

memberikan 1zin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

f. mengendalikan dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan
telekomunikasi,

p. melaksanakan pengawasan dan pengendslian keglatan pelayanan usaha
telekomunikasi;

h, memberikan rckomendasi permohonan izin penyelenggaraan jaringan
tetap tertutup lokal kabel;

i. mengendalikan duan mengawasi terhadap penyelenggaraan telekomunikast
Kota Padang, pclaksanaan pembangunan telekomunikasi kelurahan,
penyelenggaraan warung telekomunikasi atau s¢jenisnya;

j-  memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data
teknis lerhadap permohonan izin penyelenggaran radio dan pemberian izin
lokasi pembangunan studio dan pemancar radio danfatan televisy;

k. memberikan rekomendasi izin jasa titipan untuk kentor agen;

memberikan izin dan mengawasi penyclenggaraan telckomunikasi khusus

untuk keperlnan pemerintal: dan badan hukum Kota Padang;

m. memberikan izin terhadap Instalatur Kabel Rumah /Gedung

memberkan 1zin kanior cabang dan loket pelayanan operator,

a. memberikan Rekomendasi Site Plan dan Isan Mendinkan Bangunan (IMB)

menara telckomunikasi, galian untuk keperluan penggelaran kabel

telekomunikasi Kota Padang, Hinder Ordonantic, instalasi penangkal petir
dan instalasi genset;

memberikan izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikassi;

mclakukan intensifikasi dan ektensifilkas reinbusl penpendalian menars

telekomunikasi:

L
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(2}

(3)

r. melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundang undangan; dan
5. melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Belksi Telematika
Fasal 22

Scksi Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

Seks1 Telematika mempunyai tupes membantu Kepala Bidang dalam
mclaksanakan pengendalian kegiatan di bidang telematila.

Penjabaran tupas Scksi Telematika sebagaimana dimaksud pada avat (2)

adalah :
a. menyusun rtencsna kerja, evaluasi dan pelaporan seksi peranpkat

telematika;

b. mclakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang aplikasi dasar e-
government;

¢. melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang aplikasi layanan pubik;

. melakukan koordinast dan  lasilitasi di bidang aplikasi  layanan
pemcerintahan;

e. melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang tata laksana e-government;

[. melakukan koordinasi standarisasi dan keterpaduan antar sistem
informast;

g. melakukan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan perangkar
lunak dan konten e-Government;

h. melalukan kerjasama teknis pengembangan e-Government,

i. melakukan koordinasi antar badan, dinas, kantor dan lembaga
pemennlah dalam rangks pembanpunan e-Governmerl;

1. melalukan keoordinasi dan fastlitasi kerjasama di bhidang pemberdayaan
telematilea;

k., melakukan pemberdayaan perangkat lunak, perangkat keras serta
dparalur teknis telematikes;

1.  melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis, peningkatan kualitas dan
kapasitas sumber daya aparatur teknis di bidang telematika;

m. mengelola pusat informasi melalui Media Teknologi [nformatika;

n. melikukan pengolahan dan pengelolaan bank data serta penyajian
informasi;

o. melakukan pengolahan dan pengelolaan  penggunaan intranet dan
internet;

melalkukan sosialisasi di bidang telematika;

melakukan bimbingan teknis bidang interoperabilitas dan keamanan

sistem informasi;

r. melakukan pembangunan, pengelelaan dan pengembangan perangkat
keras dan jaringan atau sarana dan prasarana telematika;

s. melakukan evaluasi, pengendalian dan pelaporan sarana dan prasarana
telematika,

t. meclakukan pengamanan, pemeliharaan dan pengendaliun piranti keras
dan jarnngan:

u, menetapkan standarisasi perangkat keras dan jaringan; dan

v. melaksanaican tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan lugas dan fungsinya.,

£ 'e



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlalku, maka :

a. Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokolk
Dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 1);

b. Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok
Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Tahun 2008

Nomor 32).
dicabul dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraluran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memecerintahkan pen pundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Daumber 2912

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Vesembper 20

SEKRETARIS DAE KOTA PADANG

mbina Utama Muda
. 19541215 198101 1 001
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